
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN BUPATI KUTAI I(ARTANEGARA

NOMOR 19 TAHUITT 2013

TENTANG

PERUBAI{AIT ATAS PERATURAIT BUPATI NOMOR 4 TAIIUI 2AL2
TENTANG PEDOMAN PELAI(SANAAN PERJALANAN DIIITAS BAGI

PBTABAT, PEGAUTAI NEGERI SIPIL {pNSl DAN NON PEGAIIIAI
NEGERI SIPIL INON PNS} PEMERIT{TAH DAERATI

KABIIPATET{ KUTAI I(ARTANEC}ARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEG}ARA,

Menimbang : a. bahwa daiam rangka mencapai tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah khususnya biaya
perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara agar lebih efektif dan efisien, perlu
dilakukan langkah-langkah yang tepat;

Mengingat

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2AL2 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013, terkait dengan pertanggungiawaban
pelaksanaan pedalanan dinas, perlu dilakukan penyesuai
terhadap peaturan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan l,embaran Negara Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Und,ang-Undang Nomor 8 Tahun I97 4
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OA3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2$6l;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355i;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa0}j;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Repubiik indonesia Nomor 72 Tahun 200B
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Repulik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a9a4|;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2AA4 Nomor L26, Tarntrahan Lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Nomor aa38);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2AOg Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a\

9. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republilk indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Rerpublilk Indonesia Nomor 45781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Repukrlik Indonesia Nomor a593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a7371;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AAZ tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 47 a\;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20i0 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Inclonesia Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman
Pengeiolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun zALl
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pernerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakiian Rakyat Daerah;

16. Peratuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1IS/PMK.OSl2O12 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap;

17. Peraturan Gubernur Kaiimantan Timur Nomor 24 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaiimantan Timur;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 1,2 Tahun 20A8 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2011 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Nomor 1O

Tahun 2}l,l tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 20OB tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah KaLrupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);



Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor L l,

Tahun 2A11 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2A1i Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2411 Nomor
tzl;

22.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

MEMUTUSKAIT :

: PERATURAI{ BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURA$ BUPATI NOMOR 4 TAHUIT 2OL2 TENTANG
PEDOMAI{ PELAKSANAA}I PERJALANAIT DINAS BAGI
PBTABAT, PEGAItrAr NEGERI SIPIL {PNS} DAN NOn
PEGAWAI I{BGERI SrPIL {NOI{ Pl{S} PEMERTNTAH
DAPRAH KABUPATEI{ KUTAI KARTAIYEGARA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun ZAn Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil {PNS) dan Non
Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

10. Non Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya disingkat
Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang
diangkat untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam kerangka sistem kepegawaian.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adaiah perjalanan
dinas yang dilakukan oleh Pejabat, PNS, Non PNS
di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara keluar
dari tempat kedudukan, baik perseorangan
maupun secara bersama yang dilakukan dalam
wilayah Republlk Indonesia untuk kepentingan



3.

Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang,
yang dananya berasal dari APBN dan atau APBD.

Ketentuan Pasal 1 angka 16 ditambah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

16. Perjalanan Dinas diluar Wilayah Provinsi adalah
perjalanan pinas yang dilakukan oleh Pejabat, PNS

dan Non PNS di lingkungan Kabupaten Kutai
Kartanegara keluar dari Provinsi Kalimantan Timur
baik perseorangan maupun secara bersama, ke
wilayah provinsi lainnya di dalam wiiayah Republik
Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

17. Perjalanan Dinas antar Kabupaten dan Kota dalam
Provinsi Kalimatan Timur adalah perjalanan dinas
yang dilakukan oleh Pejabat, PNS dan Non PNS di
lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara keluar
dari tempat kedudukan baik perorangan maupun
secara bersama-sama.

Ketentuan Pasal 1 angka iB diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

18. Perjalanan Dinas antar Kecamatan di wiiayah
Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perjalanan
dinas yang dilakukan oleh Pejabat, PNS dan Non
PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara
keluar dari tempat kedudukan baik perorangan
maupun secara bersarna-sama.

19. Ketentuan Pasal I antara angka 18 dengan 19

disisipkan angka 18.a sehingga berbunyi sebagai
berikut :

l8.a Perjalanan Dinas antar kelurahan dan desa dalam
1 (satu) Kecamatan adalah perjalanan dinas bagi
Pejabat, PNS dan Non PNS yang melaksanakan
tugas dimana titik lokasi kegi.atan masih berada
dalam satu wilayah kecamatan yang perjalanan
pergi pulang sekurang-kurangnya 6 {enam} jarn,
diberikan uang harian dan transport.

20. Ketentuan Pasal 1 antara angka 20 dengan 21
disisipkan angka ZA.a sehingga berbunyi sebagai
berikut :

2O.a Perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD adalah belanja perjalanan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan
tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat
daerah baik di dalam daerah, luar daerah
maupun ke luar negeri yang besarnya
disesuaikan dengan standar biaya perjalanan
dinas.

4.

5.



21. Ketentuan Pasai 1 angka 22 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

22. -Lumpsum adalah sejumlah uang yang teiah
dihitung terlebih dahuiu dan dibayarkan sekaligus.

2Z.Ketentuan Pasal L angka 23 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

22. rJangharian meliputi uang makan, uang saku, uang
transport lokal dan dibayarkan secara lumpsum'

23. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah sehingga berbunlri
sebagai berikut :

24. Uang Penginapan adalah uang yang diLrerikan
untuk biaya penginapan dan dibayarkan secara riil
(at cosf), jika tidak menggunakan fasilitas hotel
atau tempat penginapan lainnya maka dibayarkan
sebesar 3oo/o dari standar biaya perjalanan dinas'

24. Ketentuan Pasal 1 antara angka 24 dengan 25
disisipkan angka 24.a sehingga herbunyi sebagai
berikut :

24.a Uang Represen.tasi diberikan untuk Bupati, Wakil
Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota
DPRD dan Pejabat Esselon II.

25. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

25. Biaya transport adalah biaya yang diperlukan untuk
perjaianan dari tempat kedudukan ke Terminal
Bus/StasiunfBandara/Pelabuhan
keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang
dan dibayarkan secara riii (af cosf) serta besaran
biaya diatur dalam standar biaya perjalanan d"inas'

26. Ketentuan
disisipkan
berikut :

26.a Biaya
yang
biaya

Pasal 1 antara angka 26 dengan 27
angka 26.a sehingga berbunyi sebagai

menjemput/ mengantar jenazaLr adalah biaya
meliputi biaya bagi penjemput, pengantar,
pemetian dan biaya angkutan jenazah.

2T.Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 30, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

30. Standar Biaya adalah satuan biaya yang
ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar
penghitungan kebutuhan anggaran.

28. Ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (6) diubah,
sehinggga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

{2} Pedalanan dinas dalam negeri sebagaimana pada
ayat (1i huruf a meliPuti :

6



a. peq'alanan dinas di luar wilayah provinsi;

b. perjalanan dinas antar kabupaten dan kota dalam
Provinsi Kalimantan Timur;

c. perjalanan dinas antar kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

d. perjaianan dinas antara kelurahan dan desa
dalaml (satu) kecamatan;

e. pedalanan dinas pindah; dan

f. perjalanan dinas untuk pendidikan, kursus,
seminar dan warkshoP.

(6) Perjalanan Dinas untuk Pendidikan, Kursus,
Seminar dan Workshop .Yang memakan r,l'aktu 3
(tiga) sampai dengan 5 (lima) hari dengan membayar
kontribusi untuk uang penginapan kepada
penyelenggara, diberikan uang harian dan 2 (dua)
hari untuk uang penginaPan.

29. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) ditambah huruf d dan
e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri dari :

a. uang harian, yang meliputi : uang makan, uang
saku dan uang transPort lokal;

b. uang penginapan;

c. biaya transport;

d. uang representasi;

e. biaya sewa kendaraan; dan

f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

30. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(5) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan dengan
uang panjar.

3 1 . Ketentuan dalam Pasal 5 ditamb ah 4 {empat) ayat, yaitu
ayat (6), ayat (7.1, ayat (8) dan ayat (9)' sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(6) Biaya Penginapan dibayarkan secara riil (at cosf),
jika tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran
yang sah, dibayarkan sebesar 307" dari standar
biaya perjalanan dinas.



(7) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara
bersama-sama untuk melaksanakan rapat,
seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD
dapat menginap pada hoteilpenginapan yang
sama, apabila biaya hotei/penginapan leLrih tinggi
wajib menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

{8} Biaya sew'a kendaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e meliputi sewa kendaraan
dalam kota yang dapat diberikan kepada Bupati,
Wakil Bupati, Ketua dan Wakii Ketua DPRD.

(9) Biaya sewa dapat diberikan kepada selain yang
dimaksud pada ayat {8), apabila dalam keadaan
darurat lforce mejure).

32. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Biaya transport udara Bupati/Wakil
Ketua/Wakil Ketua DPRD diberikan sesuai
biaya tiket pesawat udara Class,Bisnis.

Bupati,
standar

diubah,33.

(1) Pada SPPD dicatat :

a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan
ditandatangani/legaJisasi oleh pejabat yang
berwenang;

b. tanggai tiba dan berangkat di/dari tempat yar.g
dikunjungi, ditandatangani/legalisasi oleh
pejabat yang berwenangi dan

c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan
ditandatangani/legalisasi pejabat yang
berwenang.

34. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(3) Bentuk atau Formulir SPT, SPPD, rincian biaya,
kwitansi dan daftar pengeluaran riil sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dalam Peraturan ini.

35. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) ditambah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan dalam
sehingga berbunyi

Pasal 10 ayat {1) huruf b
sebagai berikut :

Pasal 10



Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
Pejabat, PNS dan Non PNS meliputi SPT, SPPD,
perincian biaya perjalanan dinas, kwitansi
pembayaran, iaporan perjalanan dinas, daftar
pengeluaran riil dan bukti pembayaran yang sah.

36. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) diutrah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

t3) Perjalanan Dinas diluar Wilayah Provinsi,
perjalanan dinas antar kabupaten dan kota daiam
Provinsi Kaiimantan Timur yang menggunakan
transportasi udara dan Luar Negeri harus
melampirkan tiket pesawat, airport tax, boarding
pcrss sebagai pertanggungjawaban biaya transport
serta bukti pembayaran yang sah untuk sewa
kendaraan dan bukti pembayaran penginapan'

37. Ketentuan dalam Pasal 12 antara ayat (3) dan ayat (4)

disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu : ayat (3a), ayat (3b) dan
ayat (3c), sehingga berbunyi sebagai berikut :

{3a} Perjalanan dinas antar kabupaten dan kota dalam
provinsi harus melampirkan bukti pembayaran
yang sah untuk biaya transportasi (moda
transportasi apapun) dan bukti pembayaran
penginapan.

{3b) Perjalanan dinas antar kecamatan dalam
kabupaten harus melampirkan bukti pembayaran
yang sah untuk biaya transportasi {moda
transportasi apapun) dan bukti pembayaran
penginapan.

(3c) Dalam hat bukfi pembayaran tidak diperoleh,
pertanggungjawaLran biaya perjalanan dinas dapat
hanya merrggunakan daftar pengeluaran riil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3i.

38. Ket-entuan dalam Pasal 12 ayat (4j diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(4) Pejabat, PNS dan Non PNS yang melaksanakan
perjalanan dinas wqiiLr merryampaikan SPPD yang
telah legalisasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari
kerja setelah tanggal tiba. kembali ditempat
kedudukan dengan meiampirkan laporan hasil
perjalanan dinas dan kelengkapan lainnya.

39. Ketentuan dalam Pasal 26 disisipkan kedalam Pasal 1

angj<a 2Aa.



40. Ketentuan dalam Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3O Aprii 2013

KARTANEGARA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 19

RITA WIDYASARI

SEKRTTARIS DAERAH I(ABUPATEN KUT

nrP. 1965030219940310

t0



LAMPIRA,I{ : PERATURAI{ BUPATI I(ABUPATEI{ KTITAI I(ARTAI{EG}ARA
I{OMOR 19 TAHUIIT ?OLg TAI{GGAL 29 APRIL 2013
TEN?ANG PERUBAHAIT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN
2OL2 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEzuALAITAN DINAS BAGI
PF^IABAT, ptcAWAI IIEGERI SIHL {PNS} DAN I{Or[ PEGAWAI NEGERI



LAIURr\SI PEHJ, *ti.{I\&*,}i. PINj{,$

L. Nonor I ?anggal SPPD
Atas rrama dert jabatan

Pengikut 1.

MP.
2.
NIP.

?. Maksud perjalanan D.inas

3- tl,rjuan Perjalanan Dinas
fin*tarrui d.an k*tayang dituju]

4. Tengal Pelalcsanaan ;

5. Pejahat )'ang diteoui :

6. Hasfl Perjalar,an dinas :

a"

b
b.
e.
d.
B.

Demikiqn lagoran ini disampaikan untuk dileltahut dan diperglrnakatt sebagaimarra me.stinya

Tempat, Tanggal, Bulari, Tahun
Yang Melakukan Perjalarrarr D"uras

Jabatan

{ ..'..,....".......,',......".}
Pangt{at

Pengikut:
1 {.,."......."........,..-}i....,....,...,,) {....'.......-.-....."'.-...--}

MP. ..".......i..,,.i1.r.t.11r.,..

2 (......."... ,.....,..,.') '{.",'.'".."..,'.'.""""""}
NIP. .,..,.-',.,.., ar,-.....,..r.ri"

3 (......".... ......,"....) {........".,'....."......-.,'..}
NIP. "..,,....r.......1..........,r

NIP



PERINCIAN PERHiTUNGAN BIAYA PtrRJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor:
Tanssal
Nc PtrRINCIAN BIAYA .IUMLAH KETERANGAN

1

,
J

4

5
6
7
I
I

10
11

Jumlah Rp"

Terbilans

Tenggarong,.............
Sudah dibayar sejumlah Telah menerima uang sejumlah
uang tersebut diatas Rp..-.....-.......

Dengal catatan bahwa untuk tarif
biaya tersebut diatas, saYa tidak

Bendahara Pengeluaran / mengajukan klaim
Bendahara Pengeluaran PemLrantu Yang bepergian

Perhitungan SPPD RamPung

Ditetapkan sejumlah Rp. ........."
Yang telah dibayarkan semult Rp. ........".
Sisa Kurang / Lebih RP. ..........

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
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KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

(.............-)
PE.]ABAT YANG BERWENANG

MEMERINTAHKAN

Kepada
1. a. Nama

b. NIP
c. Jabatan / Golongan

2- a. Nama
b. NiP
c. Jabatan I Golongan

3. a. Nama
b. NIP
c. Jabatan 1 Golongan

4. a. Nama
b, NIP
c. Jabatan I Golongan

Dalam rangka
Tempat Berangkat
Tempat Tujuan
Lamanya
Tanggal Berangkat
Beban Anggaran

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan.

Demikian surat tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

(.............."....)
Pejabat yang bervirenang

BUPATI KUTAI I(ARTAIYEIGARA

RITA WIDYASARI


